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ABSTRAK 

 
 

Hadirnya Fintech ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk 

masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah 

efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara 

online. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari Fintech bagi 

pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka 

diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan 

dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh Fintech dengan aspek 

perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, Fintech justru 

berpotensi menggangu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan 

stabilitas perekonomian.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji 

pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan 

kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan 

untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak 

dengan ketentuan undang-undang.  

Hubungan hukum antara para pihak dalam P2P Lending yakni pihak penyelenggara, 

pihak yang memberi pinjaman serta pihak yang menerima pinjaman adalah hubungan 

yang bersifat kontraktual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 POJK No. 

77/POJK.01/2016. Hubungan yang bersifat kontraktual tersebut lahir dari perjanjian 

yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan pihak yang memberi pijaman dan 

perjanjian yang dibuat antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang 

menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pada sistem P2P Lending dapat 

dilaksanakan melalui pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. 

Akan tetapi sistem P2P Lending yang berbasis online memerlukan proses 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, serta terjangkau, sehingga perlu 

dibuat Lembaga APS online yang khusus melaksanakan penanganan sengketa bisnis 

pinjam meminjam uang dengan perantara teknologi informasi. 
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ABSTRACT 

 

The presence of Fintech actually brings convenience as well as losses for the 

community as consumers. The convenience that is felt is time efficiency, because 

applying for credit can be done anywhere online. However, to ensure the optimization 

of the role of Fintech for economic growth in society and financial inclusion in 

Indonesia, studies are needed on how to strike a balance between the convenience and 

flexibility of financial services offered by Fintech with aspects of consumer 

protection. Because without this balance, Fintech has the potential to disrupt public 

confidence in the financial system and economic stability. 

The type of research used in this research is normative-empirical legal research. 

Normative legal research is legal research that examines the implementation or 

implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts in fact in every 

particular legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. 

This study aims to ascertain whether the results of the implementation of the legal 

event are in accordance with the provisions of the law or not. 

The legal relationship between the parties in P2P Lending, namely the organizer, the 

party giving the loan and the party receiving the loan, is a contractual relationship as 

stipulated in the provisions of Article 18 POJK No. 77/POJK.01/2016. This 

contractual relationship arises from an agreement made between the organizer and the 

party giving the loan and an agreement made between the party giving the loan and 

the party receiving the loan. Dispute resolution in the P2P Lending system can be 

carried out through courts or through alternative dispute resolution. However, an 

online-based P2P Lending system requires a faster, easier and more affordable 

dispute resolution process, so it is necessary to create an online APS Institution that 

specifically handles business disputes on lending and borrowing money through 

information technology intermediaries. 
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